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PERANAN TUHAPEUT DALAM RANGKA MENCIPTAK.A.N
HARKAMTIBMAS
A. ICIISAN
F!kultrs Hukum Andalas Prdang Sumntera B!.rt
Absltact
In societal life not ralely eaperience af trouble of Kantibmas the includihg
criminal in the hiddle ofsociety ae one oJ the way ofaccomplishment of requirehent
like rcbbikg, stealing, threaten with weapon. Because of society citizen haye stick
habit do not impi ge rcgulation of custon and religion. Wat share in teaching
teligiolt teaching ahd custom is Tuhapeu. At Recently role of this tuhapeut
expef;ence oJ rcsistance so that kriminal impre,ts to go up sub-province of Simeulue.
Problem of this research is how role of Tuhapeut in order to creating
Harkamtibmas? Role Of Tuhapeut To Prcwltt Kliminal Ih Order To Creating
Halkamtibmas :
Result of lesearch show society cit[zen do not e tahgle all tuhapeur m
solving of the problem of in Countryside becduse of all Tuhapeutfgure authority do
not at epoch frst, this happened becattse shifting yalue him cifilization of human
being, because ofthere are some all Tuhapeut hdue nade many tuistake in the middle
ofsociety, during the time do not be qffective so its Ofganizatio\, all Tuhapeut do txot
hate strong authority only j st public spirited so that in its perfomance imprcss
justly to come from, this happened because less care attention him of goNernme tal
side in this case Laltcourt of Syari'Ah less eJfecitte socialize to society.
Keyword . Role, Tuhapeut, I{arkamtibmas.
I. PENDAHULUAN
Dalam Kehidupan berma-
syarakat di Indonesia rakyatnya melak-
sanakan segala upaya untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, pemerintah
dalam hal ini mulai zaman orde baru
sampai dengan zaman refonnasi telah
melakukan program mulai dari program
pemerintah yang bersih, dengan pelak-
sanaan Demokasi yang baik mengern-
bangkan pertumbuhan Ekonomi diber-
bagai Usaha. Perluasan tenaga kerja pen-
dfu ian Industd, Pembangunan
Pertambangan, perkebunan, Perta-
nian, dan pengelolaan sumber hayati dafl
sumber laur. Hal lerscbul unluk memper-
mudah warga dalam me menuhi hidupnya
ultuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam
pencapaian itu masih diperlukan situasr
yang kondusif, maksudnya setiap men-
dapatkan sesuatu itu tidak datang dengan
sendirinya masih memerlukan pengo-
lchan dengan {enaga y.rng memadai.
prasarana! waktu, agar mendapatkan hasil
yang maksimal dalam satu kegiatan.
Untuk mengolah alam perlu tenaga ahli
agar dalam pengolahamya tidak berdam-
pak pada pengrusakan alam sekitar, tentu
setiap individu,&elompoldnegara perlu
pendidikan sebagai dasar untuk memiliki
kemampuan.
Di Kabupaten Simeulue ada suatu
kebiasaan yang bisa dijadikan pelajaran
yang dapat dikaji./diteliti untuk dipubli-
kasikan keklnlayak ramai sebagai bahan
study banding dan untuk disosialisasikan
dan digunakan untuk wilayah yang
membutuhkannya sebagai wadah mem-
perbaiki kaidah-kaidah masyarakat, ada-
pun yang dikaji atau diteliti adalah
adanya Mahkamah Syari'ah yang ber-
peran mencegah/menurunkan criminal di
tengah masl arakat kabupaten Simeulue.
Berdasarkan data dari' dinas Ca-
tatar sipil di informasi tentang kabupaten
Simeulue. Pulau yalg terletak selatan
Provinsi Aceh yang m€miliki penduduk
kurang lebih 94000 Jiwa dengan luas
wilayah daratan 2.125,12 KM2, yang d,t-
huni oleh 6 suku artara lain : suku Acel!
Nias, Minang, Batak, Bugis, dan Jawa
dengan mata pencaharian 1/3 PNS, 2/3
Beltani, nelayan dan Buruh bangunan.
Kalakteristik masyarakat agamais dan
patuh adat.
Ekonomi masyarakat tergolong
dibawah standar Nasional, kebutuhan
pokok nasi dan sagu. Dalam hal peme-
nuhan kebutuhan masyarakat, warga ma-
syarakat Simeulue selama ini tergolong
mudah karena adanya tanaman cengkeh
yang subur namun karena pengaruh
ekonomi global harga turun sehingga
warga masyarakat mengalami kesulitan
dalam memenuhi hidupnya. Belakangan
ini terjadi Tsunarni dan Gempa, namun
disisi lain warga masyankat men-
dapatkan kemudahan dalam memenuhi
kebutuhan seperti dibangunnya infras-
truktur sekolalq perumahan, dan kebutu-
han hidup oleh bantuan Intemasio[al.
Setelah berlangsung beberapa Tahun
kemudian bantuan tersebut dihentikan
sehingga ma syarakat kembali kewalahan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal tersebut terbuktikan dengan batryak-
nya masyarakat yang memakan sagu, dan
menjual hak-haknya seperti rurnah tanah
dan lain-lain.
. Namun dalam berkehidupan ber-
masyarakat tidak mgngalami gangguan
Kantibmas terrnasuk criminal ditengah
masyarakat salah satu indikator ma-
syarakat melakukan pemenuhan kebutu-
han dengan segala cara seperti meram-
pok mencuri, menodong. dan lain-lain
dikarenakan warga masyarakat sudah
melekat kebiasaan tidak melanggar
agama dan adat, yang sangat kuat kepada
pelaturan agana daIl adat. Yang berperan
didalam mengajarkan menekankan ajaran
agama dan adat adalah Pua Tuhapeut.
Pada Akhir-akhir ini peranan tuhapeut ini
mengalami hambatan sehingga kriminal
terkesan aik dikabupatel Simeulue. Ber-
dasarkan latar belakang diatas yaig men-
jadi permasalalun ialah Bagaimanakah
peranan Tuhapeut dan Polri dalam be-
kerja sama untuk mencegah kriminal
dalam rangka menciptakan Harkantib-




Tuhapeut adalah suatu badan ke-
lengkapan Gampong dan Mukim yang
terdiri dari unsur Pemerintalq unsur
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Agam4 unsur Pimpinan Adat, unsur
Cerdik Pandai yang berada di Gamporrg
dan Mukim )ang berfungsi memberi
nasehat kepada Geuchik (Kepala Desa)
dan Imum Mukim dalam bidang Peme-
rintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta
menyelesaikan segala sengketa di Gam-
pong darl Mukim. (Abdullah Usman,
Kumpulan Perda/Qanun ttg pehyele g-
garaan kehidupan Adat, Perda Prov.
Aceh No.7 pasal I Tahun 2000, hlm. l7).
Berdasarkan Peraturan Qanun
Aceh Nomor 5 Pasal 3l Tallun 2003
Tentang Pcmerintahan Mukim unsur-
unsur yang terlibat dalam Tuhapeut
adalah sebagai beril:ut :
a. Unsur Ulama ;
b. Unsur Tokok Adat ;
c. Unsur Pemuka Masyarakat ;
d. Unsur Cerdik Pandai/Cendikia wan.
(Burhanuddin Betkat, Kumpu lan
Perda / Qanun, Dhas Syari'at Islam
Singkil, 2006, hlln. 217).
Berdasarkan Pemturan Qanun
Aceh No. 5 Pasal 35 Tahun 2003 tentang
Tugas dan Fungsi Tuhapeut adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan upaya Pelaksanaan
Syariat Islam dan adat dalam Masya-
rakat;
b. Memelihara kelestarian adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan dan budaya
yang masih memiliki a-las mart.bat I
c. Melaksanakan fungsi Legistasi yaitu
membahas/merumuskan d  membc-
dkan persetujuan terhadap enetapan
Keuchik (Kepala Desa) atas Reusam
(Peraturan) Desa ;
d. Melaksanakan Fungsi Anggaran ;
e. Melaksanakan firngsi Pengawasan
meliputi Pengalvasan Terhadap Pcra-
Pelaksanaan APBG, Pelaksanaan
Keputusan dan Kebijakan lainnya
dari Kepala Desa ;
fi Menampung dan melyalurkan as-
pfuasi masyarakat Kepada Peme-
rintall Gampong ;
g. Pelaksanaan tugas dan Fungsi ter-
sebut ditetapkan sesuai dengan pera-
turan tata teiib Tuhapeut Gampong.
(Burhanuddin Berkaq Kumpulan
Perda/Qanun, Dinas Syari'at Islam
Singkil, 2006, hlrn. 218).
Hubungan Polri dan Tuhapeut dalam
Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian di
Polsek Teupah Selatan Kabupaten Si-
nleulue, menurut Bapak Bambang
Sugiyanto sebagai Kapolsek Teupah
Selatan mengatakan, ada tiga kekuatan
yang ada di tengah masyarakat yang
berbaur jadi satu untuk menciptakan
suasana man di dalam suatu wilayah jika
salah satu diantara tidak sejalan maka
akan ter1adi ketidaksinkronian didalam
suatu progranL tidak jauh beda dengan
progrom Polri dalam mcnciptakan situasi
kondusif di suatu wilayah jika warga
tidak terima kehadiran program Polri
tugas itu akan sia-sia. oleh karena itulah
setiap ada rencana harus betul-betul
sudah matang untuk dilaksanakan, begitu
juga dengan perpolisian masyarakat yang
sudah dikumandangkan olch Kapolri
tahun 2002, bahwa upaya yang tepat
urtuk mengurangi kriminal adalah
dengan Ineningkatkan Polmas di segala
pelosok tanah air termasuk didalamnya
progmm Polri di kabupaten Simeulue.
Pcrpolisian mrsyrrrkat yang per-
nah digalakkan yaitu dengan itulah
FKPM (Forum Komunikasi Perpolisian
....tJ..9tsi9,.1'1. 9. 'lp9lc. tgu..Pgl't,...
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Masyarakat). Dimana program ini telah
mengalami kendala sebab tidak begitu
mulus dalam pelaksaraannya, dari kese-
luruhan program ini berhasil hanya 30%,
dari seluruh wilayah yang dicanangkan
diharapkan kriminal tutun namun ke-
oyataan tidak ada perobahan Dikare-
nakan hal itu perlu dikaji diamati kembali
apa kendala dan hambatan dilapangan
untuk dievaluasi demi perbaikan tugas
kedepan agar lebih mudah mengwargi
kiminal.
Menurut beliau, setelal diamati
dilapangan dengan menggunakan analisa
mulai dari yang terkecil sampai dengan
yang besar dapatlah ditentukan, bahwa-
sanya temyata ketiga unsur tersobut tidak
ada hubungan yang harmonis disebabkan
antara lam :
a. Antara Polri dengan para Tuhapeut
rendah koordinasioya.
b. Para Tuhapeut tidak begiiu bertungsi
peranannya di tengah masyarakat
dan jarang dilibatkan dalam menye-
lesaikan perkara di tingkat desa
terkesan ditinggalkan.
c. Polri tidak mempercayakan atau me-
libatkan Tuhapeut dalam menye-
lesaikan perkara di desa, dianggap
menambahi problem.
d. Tidak ada sosialisasi tentang batasan
perkara apa-apa saja yang dapat
disosialisasikan di tingkat Desa oleh
para Tuhapeut.
Hambatan kaum Tuhapeut dalam
aksinya di tengah masyarakat antan la).n
adalah sebagai berikut :
a. Dukungan dari Pemerintah tidak
maksimal terkesan scparuh hati se-
perti honor dar gaji rutin kepada
para Tuhapeut
b. Tidak dilengkapi dengan kewenang-
c. Prasamna dan dana yang diperoleh
sangat minim
d. Tidak semua warga masyamkat
mengakui keberadaan Tuhapeut.
Menuut Bapak Bambang Sugi-
yanto sebagai Kapolsek Teupah Selatan
mengatakan, jika kita lihat keberadaan
para Tuhapeut yang berada di desa
dit€ngah warga masyarakat yaog merasuk
dalam jiwa warga teltu keberadaan
meraka sangat di segaoi karena ke 4
(empat) Majelis tersebut berada dalan
kehidupan mercka mulai dari bangun
pagi dalam laksanakan solat di mesjid
ketemr.r dengan majelis agama jika
mengikuti/memasuki acara nikah ketemu
dengan alim ulama P3NTR dan jika
diacara pesta ketemu dengan penasehat
adat ketemu mejelis adat. Jadi hubungan
para Tuhapeut mampu sangat kuat meog-
geser pikiran masyarakat jika kekuatan
mereka dipergunakan maksimal karena
begiru berakar dihati rakyat sampai akhir
hayat mungkin aja ada dib€nak warga
karena kebaikan yang diberikan para
Tuhapeut tidak mungkin terlupakan dan
tedinggalkar\ adapun hubungan Emosio-
nal itu sangat erat dikarenakan sudah ada
hubungan bathin sejak warga mular
menguasai jati dirinya sepedi aotara lain :
a. Warga mampu membaca Al-Qur'an
karena Majelis Agama.
b. Warga mampu membaca buku
karena majelis pendidikan / Gurunya.
c. warga mampu beGopan santun,
b€radat ,beretika dan telah diarahkan
sejak kecil oleh kebiasaan ditengah
masyarakat dan disumpah nikah
menjadi orang tua yang disumpah
oleh majelis adat.
Ketiga hal tersebut suatu hal yang
tidak bisa dilupakan warga dan sudah
a.n yang tertulis. menjadi ikatan dari batin, sehingga yang
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terjadi apabila para Majelis menyarankan begitu penting dan jika ada hanya seperti
suatu hal kepada mereka sangat di dengar serimonial saja.
atau dihargai warga. Dalam kesempatan Menurut beliau, dalam hal penye_
tersebut seluruh apa yang disarankan oleh lesaian masalah di desa banyak kecende-
majelis menjadi patokan untuk di rungan masyarakat jika ada masalah yang
ikutinya oleh warga. berhubungan dengan llukum dilarikan
Mengingat begitu dekat hubungan persoalan tersebut ke polres,?olsek
emosional antara para tuhapeut dengan begitu juga bagi mereka yang dilaporkan
wargajadi ini merupakan suatu kekuatan nencari bantuan hukum kepengacara
di tingkat desa yang dapat digunakao/ tanpa komfirmasi dengan tokoh masya-
digiring untuk dipergunakan kearah yang rakat yang ada di Desa. Penasehat hukum
lebih baik seperti keterlibatannya dalam belakangan i i tumbuh berkembang pesat
meningkatkan mutu kehidupan untuk sampai di tingkat Kecamatan, tingkat
mempermudah kesejahteraan termasuk desa sudah ada penasehat hukur& karena
menciptakan Harkamtibmas di tingkat peranannya dan mudah ditemukan me-
didesa. 
. 
mudahkan warga menemukannya, lhasil
yang ber?eran di tingkat desa untuk hal
Peranan Tuhapeut dalam Mencegah itu adalah Majelis agama dan cendikiwan
Kriminal dalam Rangka Menciptakan tertinggalkan, karena mereka dianggap
Ilarkamtibmas tidak memiliki sertifikasi bidang hukunq
Berdasarkan hasil penelitian ot tebe.rala11ya 
- 
ditinggalkan sehingga
desa kampung air Kecamatan Teupah menimbulkan kesan kuang dihormati
selatan Kabupaten simeulue menurut k1ten1 lltar belakang mereka tidak
d ilenekaDi denpan keq(nangan selamabaoaK Kustem selaKu NeDala uesa La
buhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan ini
,  Menurul BaDJl, Ruslem selaku
menyaraKcn Danwa serama rnr KeDe
, KeDala Desa Labuhan Bakti Kecamatan
raoaan mereKa mrrang or nargar oan
jarang diikutsetakan dalam penyelesaial Teuprh selatxn mengetekan bahwa sela-
masalah-masalah dl desa. Mcreka dllrbat- ma ini telah pudar perhatian warga ke-
- 
pada para Tuhapeut dt tcnFrh masyaralatKan nanya lrha olperluKtul sepenr acarJ
akad nikah resepsi pemikahan, acara dalam rangka membina. agama' moral
- 
warga termasuk pe.jlaku warga. Inibesar agajna, sangal seou(rl  naK plra
tuhapeut terlibat urusan desa, karena semua terjadi karena warga.telah beralih
tidak dilibatkan menimbulkan pudamya kcPercaYaan dalam menyeiesaikan Per-
s€mangat para Tuhapeut dalam memberi- soalan-persoalan -di 
Desa'. ada dengan
kan pelajaran seperti tidak senua tokoh ccra yang praktis Jangsung ke pihak yang
agama berpaftisipasi memberikan penga- berwajib seperti ke Polsek dan pengacara
jaran pengajian Al-Qur'an di Desa, tokoh klrena menurut 
.mereka 
pelayanan dan
adat tidak semua dilibatkan dalam acarc- 1'cnyelesaiannya 
lebib cepat namun tidak
acam perkawinan terkesan acara nikch semuenYa berhosil.seperti 
yrng dihalap_
telah bergeser dengan pola yang modem krn. karena :i|t "1*"1. 
kemungkuran
sehingga rasehat dari majelis adat tidak bagi yang kalah akrn banding' kasasi 
jadi
. .. .Y*'.qry. p."l,q**.Pe'r.'.ng. .d.T. .T9-.
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nelan biaya yang banyak, wdga masya-
rakat tidak mengetahui bahwa dalarn
mengurangi masalah tingkat desa harus
tetap adanya keterlibatan tokoh yang
berpengaruh karena tidak semua masalah
itu harus selesaikan di ramh hukum.
Dengan kejadian ini masyarakat telah
lupa bahwa di Desa ada kekuatan hukum
yaitu hukum adat dall agama yang dapat
menyelesaikan perkara tanpa dilaporkan
ke Polsek atau Polres asalkan diselesai-
kan dengan rasa damai kedua belah pihak
dan tidak ada yang sudutkan, penyele-
saian ini lebih baik dari pada ranah
hukum karena tidak ada rasa dendam
yang b€rkepanjangan.
Menurut beliau, mengatakan bah-
wa warga masyarakat tidak melibatkaD
para tuhapeut dalam penyelesaian ma-
salah di Desa altara lain :
a. Para Tuhapeut tidak sewibawa tokoh
pada zafian dulu, ini terjadi karena
bergesemya nilai peradaban manu-
sia, dikarenakan ada sebagian para
Tuhapeut telah membuat banyak
kesalahan di tengah masyarakat
seperti :
l Ada yang terlibat main judi
togel.
2. Ada yang beristeri dua,ipoligami
3. Terlibat dalam hukum pidana.
4. Ada sifat malas da.n apatis ter-
, , 4 u d y , u 6 J d d o r .
Karena fallor tersebut diaras
membuat mereka tidak dihargai
ditengah masyarakat, sehingga warga
yang memiliki masalah tidak percaya
untuk dapat membantu masalahnya
karena para Tuhapeut sendiri belurn
tentu mampu mengatasi problenmya
sendti.
Dari segi keagamaan
Banyak para Tuhapeut yang
tidak mampu exis dalam duniany4
tidak bisa menjadi suritauladan untuk
keluarganya apalagi untuk rnasyara-
kat, ini terjadi karena para ulama
melaksanakan kemurkaan sgperti :
1. Meninggalkan ajaran islam se-
' perti tidak melaksanakan sholat
5 waktu, tidak berpuasa, tidak
membayar zakat.
2. Tidak memberikan pengajaran
tentaDg pembacaan AlQuan dan
ilmu-ilmu agama islam termasuk
Aqidah dan zikir.
3. Tidak mendukung penyelesaian
masalah dilingkungan Desa.
Dari segi Ekonomi
Para Tuhaper,rt idak sewiba-
wa dulu, zaman dulu para Tuhapeut
rata-mta orang bangsawan berpendi-
dikan yang memiliki kesejahteraan
lebih yang mampu menolong warga
miskin, mereka pemurah dan mudah
kasihan. Para cendikiawan dulu me-
miliki kecendikiawan yang majemuk
karena mereka tediri dari tokoh
yang disegani karena banyak penga-
laman di desa tentang mengatasi ma-
salah. Bergesemya zamarr membuat
mereka jatuh karena mereka ter-
masuk yang dilanda masalah perang
saudara dalam GAM ditambah de-
ngan adanya bencana alam dan
Tsunami ini termasuk hal yang
menyedihkan sehingga warga miskin
termasuk para tuhapeut, adapun
penyebab para Tuhapeut tidak dise-
gani dari segi Ekonomi antara lain :
L Para Tuhapeut tidak memiliki
pekedaan tetap termasuk olang
yang jatuh miskir\ tidak mampu
b.
mengatasi kebutuhan keluarga-
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nya apalagi mengunrsi warga
masyarakat.
2. Para Tuhapeut j ika diminrai




3. Pam Tuhapeut idak ada waktu
renggang untuk mengunrsi ma-
salah karena menca naftah
4. Para Tuhapeut idak memenuhi
kapasitas dalam menangani ma-
salaah yang terjadi karena ilrnu
pengetahuannya yang rendah
terbatas jadi dianggap tidak per-
lu karena hasilnya belum tentu
berhasil.
d. Faktor Sosial Budaya
Selaljutnya Bapak Ruslem me-
ngatakan bahwa dari faktor sosial
dan budaya para Tuhapeut telah
berobah karena banyak hal yang
paling utama karena perobahan
zaman yaitu adanya kemajuan yang
tidak bisa ditahan dielak*an yaitu
kemajuan zaman yang modem mem-
buat waJga tidak bisa membatasi
dirinya dalam pengaruh global, ka-
rena kehidupan menuntut kebutuhan
yang mendesak sehingga warga
masyarakat harus kompetisi dalam
meraih kesejahteraan semua sibuk
dalam mancari nafl<ah, yang terjadi
pengaruhnya adalah perubahan
perilaku te.masuk para Tuhapeut
antala lain :
L Para Tuhapeut telah memilikl
sifat Ego yang berlebihan tidak
perduli lagi dengan jabatan yang
disandangnya kesannya memi-
kirkan diri sendiri jabatan ha-
nyalch sebagai frntcsi kehi-
dupan.
2. Psra Tuhapeut erbawa arus de-
ngan perkembangan budaya
yang masuk, pada acara-acara
pesta acara tradisional telah me-
rubah ke arah yang sederhana
dan singkat kaidah-kaidah dalam
tatanan adat telah di persingkat
mengarah pada gaya modem
seperti dalam acara adat sudah
banyak yang dilupakan mereka
tidak keberatan bahkan menga-
rahkan tidak dilaksana kan se-
pefii nasehat adat dalam perka-
winan padahal sangat penting
sehingga warga banyak yang
tidak setujut membawa pcrbe-
daan pendapat di masyarakat
akhirnya timbul pergolakan ke-
lompok-kelompok baru dan me-
nentang para Tuhapeut diang-
gap sebagai pemicu selanjutlya
tidak dihormati warga masya-
rakat.
3. Apatis dan Statis, adanya ang-
gapan yang kuno bahwa dibuah
para Tuhapeut menjadi diting-
galkan oleh warga karena tidak
mau beradaptasi dengan perkem-
bangan zaman, sebagaian para
Tuhapeut tidak mau ber?ola
pikir yang rasional susah ber-
adaptasi dengan warga pen-
datang sehingga kontra timbul
ketidaksukaan warga yang ma-
suk akiimya warga yang urban
mencari sendiri solusi jika ada
masalah yang dihadapi langsung
ke Polri atau penasehat hukum
dan lainlain enggan menyam-
paikan ke tokoh masyarakat ka-
rena para Tuhapeut tidak mau
merangkul kaum pendatang. Se-
suai denqan Pengamatan di-
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lapangan hal ini terjadi karena
antara lain :
a) Pudamya ilmu dan pergo-
tahuan para Tuhapeut di
tengah masyarakat.
b) Tidak mau berbaur dengan
warga masyarakat terkesan
jaga wibawa dan harus di-
hormati.
c) Tidak melibatkan di dalam
penyelesaian masalah terkc-
san angkub.
d) Otodter yang tidak pada
tempatnya merasa berkuasa
padahal jabatan sifat sosial
dan zaman sudah ben-rbah
e) Budaya yang statis tidak
merredma perkembangan
zaman maju, terkesan kon-
tra pengaruh luar menantang
terhadap perkembangan za-
man.
Menurut Ibu Muthm3irmah. WH
sebagai Wakil Ketua Mabkamah Syari'ah
Sinabang, mengatakan bahwa selama urr
tidak begitu efektif Organisasinya dikare-
nakan beberapa hal antara lain :
a. Terlambatnya Qanun/Perda yang
mengatur tentang tugas dan Frurgsl
Mahkamah Syariah dalam membcri
kan kewenangan kepada Para Tu-
hapeut untuk menyeles aikan Perkara
di tingkat Desa seperti perselisihan
dalam rumah tangga dan ya'rg
terlibat khalwat.
b. Terlambatnya dibuat struktur yang
pasti tentang kedudukan Tuhapeut
belum ada hanya bersifat sosial yang
turun menurun,
c. Selama hi tidak ada kepastian honor
untuk Para Tuhapeut di Organisasi
Mahkamah Syari'ah.
d. Sewaktu pengangkatan perangkat
Para Tuhapeut selama ini tidak ada
peraluIannya.
e. Terhambatnya informasi Syarat un-
tuk jadi para Tuhapeut belum ada
tersosialisasikan kemasyarakat.
f Masyarakat enggan datang ke Mah-
kamah Syari'ah untuk koor-dinasi.
g. Terlambatnya pemberian petunjuk
dan teknik pelaksanaan tugas Tuha-
peut di lapangan.
h. Belum adanya MoU antala Mah-
kamah Syariah dengan Polri dalam
hal ini Polres Simeulue.
i. Belum optimalnya sosialisasi tentang
tugas dan peranan mahkamah sya-
ri'ah di masyarakat dalam mengu-
rangi kiminal.
Menurut beliau, karena keter-
lambatan tersebut terkesan para Tuhapeut
tidak rnemiliki otoritas yang kuat hanya
bersifat sosial saja sehingga dalam
klnerjanya terkesan asal-asal saj4 ini
terjadi karena kurang pedulinya perhahan
dari pihak pemerintah dalam hal ini
Mahkamah Syari'ah kurang efektif
sosialisasikan ke masyarakat. Majelis
Ulama tidak memiliki kepastian yang
tetap dalam kinerja sehingga menirn-
bulkan keraguan akhimya kinerja mereka
tidak begitu optimal.
Mahkamah Syari'ah sebagai in-
duk dari Majelis ulam4 Majelis adat,
Cendikiawan, Majelis Pendidikan/ Cendi-
kiawan tidak begitu Exis di tengah
masyarakat karena perangkat nya masih
kurang termasuk didalam nya antara lain .
a. Jumlah personil yang kurang
b. Prasarana, materil yang belum me-
madai
c. Biaya oprasional yang belum men-
cukupi
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d. Perangkat, Petunjuk Pelaksanaan,
Petunjuk Teknis belum terpenuhi
sebagai pegangan.
e. belum adanya MoU kerja sama
Harkamtibmas dengan Pohi.
Dari pemyataan tersebut diatas
jika dalam prasanaranya kurang dalam
menunjuang tugas Pohi dalam mengu-
rangi kimninal di kabupaten Simeulue di
sebabkan keterbatasan yang ada.
Menurut Bapak Djailani sebagai
Ketua Majelis Adat Aceh mengatakan
bahwa kinerja para tuhapeut khususnya
Majelis Adat dalam kinerjanya tidak
optimal dikarenakan hal-hal antara lain :
a. Terlambatnya terbit Qanun?erda
yang mengatur tugas fungsi dan
kewenangan Majelis adat di Kewi-
layahan.
b. Struktur kepengurusan tingkat desa
belum ada
c. Tidak ada kapasitas honor/gaji rutin.
d. Belum ada sosialisasi tentang perar-
an para Tuhapeut
e. Syarat untuk jadi para Tuhapeut
tidakjelas
f, Tidak ada honor yangjelas.
g. Belum ada petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis atau latihan tugas
Tuhapeut di tengah masyarakat.
h. Belum adanya Mou dengan Polri
tentang H arkamtibmas
Keterlambatan dan kurangnya
Qanun yang mengatur tugas dan para
Tuhapeut dibidang Adat menjadikan
kinerja terkesan lambat karena hal-hal
telsebut diatas.
III. PENUTUP
Peranan Tuhapeut Untuk Mence-
gah Kriminal Dalam Rengka Mencip-
takan Harkamtibmas:
a. Warga masyarakat tidak melibatkan
para tuhapeut dalam penyelesaian
masalah di Desa anta.a lain :
Para Tuhapeut idak sewiba-
wa tokoh pada zaman dulu, ini ter-
jadi karena bergesernya nilai pera-
daban manusia, dikarenakan ada se-
bagian para Tuhapeut telah membuat
banyak kesalahan di tengah masya-
rakat seperti :
l. Ada yang terlibat main judi
togel.
2. Ada yang beristcrr dua,/poli gami
3. Terlibat dalam hukum pidana.
4. Ada sifat malas dan apatrs
terhadap masyarakat.
b. Selama ini tidak begitu efektif
Organisasinya
c. Para Tuhapeut tidak memiliki oto-
ritas yang kuat hanya bersifat sosial
saja sehingga dalam kinerjanya
terkesan asal-asal saja, ini teladi
karena kurang pedulinya perhatian
dari pihak pemerinteh dclam hal jni
Mahkamah Syari'ab kurang efektif
sosialisasikan ke mcsyeral.at. Majelis
Ulama tidak memiliki kepastian yang
tetap dalam kinerja schingga menim-
bulkan keraguan akhirnya kinerja
mereka tidak begitu optimal.
d. Kinerja para tuhapeut khususnya
Majelis Adat dalam kinerjanya tidak
optimal keterlambatan dan kurang-
nya Qanun yang mengatur tugas dan
pcra Tuhapeut dibidang Adat men-
jadikan kinerja terkesan Iambat.
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